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P U T U S A N
Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Daswitin binti R. DT. PDK Malano, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan

S1 B.  Inggris,  pekerjaan  jualan  pakaian  tempat  tinggal  di  Jorong

Koto,  Kenagarian  Simalanggang,  Kecamatan  Payakumbuh,

Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Penggugat;

melawan

Yanrizal  bin  Yulius,  umur  58  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1  Sosial,

pekerjaan  Pensiunan,  tempat  tinggal  di  Jorong  Siamang  Bunyi,

Kenagarian  Kubang,  Kecamatan  Guguak,  Kabupaten  Limapuluh

Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  surat  gugatannya  tertanggal  04

Desember  2017  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Payakumbuh  dalam  register  Nomor  0485/Pdt.G/2017/PA.Pyk,  tanggal  05

Desember 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah

pada  tanggal  08  Januari  2015  yang  tercatat  dalam Kutipan  Akta  Nikah

Nomor 007/07/I/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Kecamatan Payakumbuh, Kabupten Limapuluh Kota 08 Januari 2015;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga  di  rumah  Penggugat  di  Jorong  Koto,  Nagari  Simalanggang,

Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
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3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 mulai tidak rukun, yang

disebabkan 
4.1. Tergugat  menjalin  hubungan  hubungan  cinta  dengan

perempuan lain yang bernama Santi,  orang Balai  Rupi,  Penggugat

mengetahui  hal  tersebut  dari  tetangga  dan  teman  Penggugat,

awalnya Penggugat mengetahui hal tersebut dari  Hp Tergugat dan

tetangga,  ketika  Penggugat  menanyakan  hal  tersebut  Tergugat

mengakui  dan  meminta  maaf  tidak  akan  mengulanginya  lagi,

bahkanTergugat  memberikan  uang  kepada  perempuan  yang

bernama Santi;
4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan

kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat hanya memberikan uang

Rp. 100.000 perbulan, sehingga untuk biaya sehari-hari Penggugugat

lah yang berusaha sendiri;
4.3. Tergugat  mempunyai  hutang  kepada  anak  Penggugat

sebesar  Rp.  20  juta-,  dan  Tergugat  tidak  mau  membayar  hutang

tersebut;

5. Bahwa  akibat  perbuatan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan,  Penggugat  sudah  berusaha  menasehati  Tergugat  untuk

merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;

6. Bahwa  pertengkaran  terakhir  terjadi  pada  bulan  Agustus  2017  yang

disebabkan  karena  Tergugat  ketahuan  masih  menjalin  hubungan  cinta

dengan  perempuan  yang  bernama   Santi,  sehingga  terjadi  perselisihan

mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di  rumah sendiri  di   Jorong Koto,

Nagari  Simalanggang,  Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh

Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Siamang

Bunyi, Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
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8. Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah

terhadap Penggugat;

9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah

diperbaiki atau didamaikan;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat  untuk membina rumah tangga yang bahagia di  masa

yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan

oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas, Penggugat memohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Payakumbuh  c.q.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama

tersebut untuk menetapkan hari  persidangan perkara ini  dengan memanggil

kedua belah pihak dan  selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (Yanrizal  bin  Yulius)

tehadap Penggugat (Daswitin binti R. DT. PDK Malano);

3. Menetapkan  biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan   yang  seadil-

adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap

sendiri,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  dan  tidak  pula  mengutus

wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat

telah  dipanggil  sesuai  relass  penggilan  Nomor  0485/Pdt.G/2017/PA.Pyk,

tanggal  05  Desember  2017  dan  14  Desember  2017  yang  dibacakan  di

persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti  disebabkan oleh

suatu halangan yang sah,  sehingga perkara ini  diperiksa dan diputus tanpa

hadirnya Tergugat;
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Bahwa  karena  Tergugat  tidak  hadir,  maka  usaha  mediasi  dan

perdamaian  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun  selama  proses  persidangan

Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah

tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan  maka  jawaban

Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap

pembuktian;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor:  007/07/I/2015  tanggal   08 Januari

2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh

Kota  yang  telah  dinazagelen dan telah  dicocokkan  dengan  aslinya  oleh

Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Atna  Juwita  binti  Hadis,  umur  43  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jorong Koto,

Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh

Kota, Saksi adalah

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Tergugat  sejak  Tergugat  menikah

dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat lebih kurang lima tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah  Penggugat di Jorong Koto, Nagari Simalanggang,

Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh  Kota  sampai

berpisah;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

rukun,  akan  tetapi  sejak  bulan  Juni  2017  sudah  tidak  rukun  lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  Saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa  setahu  saksi,  penyebabnya  karena  Tergugat  selingkuh

dengan perempuan bernama Santi  dan kurang bertanggung jawab

terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama lebih kurang 4 (empat) bulan;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  mengusahakan  perdamaian,  akan

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa  Saksi  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang

jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;;

2.------Erni  binti  Ilyas,  umur 49 tahun,  agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto, Nagari

Simalanggang,  Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh  Kota,

Saksi  adalah tetangga Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Tergugat  sejak  Tergugat  menikah

dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah  Penggugat di Jorong Koto, Nagari Simalanggang,

Kecamatan  Payakumbuh,  Kabupaten  Limapuluh  Kota  sampai

berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

rukun,  akan  tetapi  sejak  bulan  Juni  2017  sudah  tidak  rukun  lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  Saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa  setahu  saksi,  penyebabnya  karena  Tergugat  selingkuh

dengan  perempuan  lain  dan  kurang  bertanggung  jawab  terhadap

nafkah  dan  kebutuhan  rumah  tangga.  Tergugat  juga  mempunyai

hutang kepada anak penggugat dan Tergugat tidak mau membayar

hutang tersebut;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak bulan Agustus 2017;

- Bahwa  keluarga  telah  mengusahakan  perdamaian,  akan  tetapi

tidak berhasil;

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang

jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  dengan

gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat

dalam berita acara sidang ini  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan

Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama  dan  Pengadilan  Agama  Payakumbuh  secara  relatif

berwenang  mengadili  perkara  tersebut  sesuai  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat

diterima, diperiksa, dan diadili;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut  untuk menghadap di  persidangan,  sesuai  Pasal  26 ayat  (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula

mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut

disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  dengan  tidak  hadirnya

Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. maka sesuai

dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg,  perkara ini dapat diperiksa dan

diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); 

Menimbang,  bahwa  berhubung  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka

upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, jo.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006   dan   diubah

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal  143 Kompilasi  Hukum Islam dan

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang

prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim

tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  akan  tetapi

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  pokok  gugatan  Penggugat

dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  rukun  lagi  sejak  bulan  Juni  2017,  sering   terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan hubungan

cinta dengan perempuan lain yang bernama Santi, orang Balai Rupi, Tergugat

kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan

Tergugat mempunyai hutang kepada anak Penggugat sebesar Rp. 20 juta-, dan

Tergugat  tidak  mau  membayar  hutang  tersebut,  puncak  perselisihan  dan

pertengkaran terjadi  pada bulan  Agustus 2017  yang mengakibatkan  antara

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak

bersatu  lagi dan  pihak  keluarga  telah  berusahan  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi; 

 Menimbang,  bahwa bukti  (P)  merupakan potokopi  sah dari  suatu akta

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh

karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P)  harus  dinyatakan  terbukti

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

sah  sehingga  secara  formil  Penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat

bahwa  kedua  orang  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  karena

masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang

secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai  dengan ketentuan Pasal

171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan

dengan dalil  Penggugat dan  tidak saling bertentangan satu sama lain yang

pada pokoknya  kedua saksi  menerangkan  bahwa rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi  sejak bulan Juni  2017

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan  karena Tergugat

selingkuh dengan perempuan bernama Santi dan kurang bertanggung jawab

terhadap  nafkah dan  kebutuhan  rumah tangga,  yang  mengakibatkan  antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah tempat  tinggal  sejak  ebih  kurang 4

(empat)  bulan,  pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat  dan

Tergugat tetapi tidak berhasil  sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal

308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima; 

Menimbang,  bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang

hanya  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  lama  berpisah,

meskipun  hanya  menerangkan  suatu  akibat  hukum   (rechts  gevolg)  tanpa

terlebih   dahulu   mengetahui   adanya  sebab-sebab/alasan-alasan   hukum

(vreem de oozaak) timbulnya  perpisahan  tersebut, maka Majelis  sependapat

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung  RI Nomor  299.K/AG/2003 tanggal 8
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Juni  2005  bahwa  keterangan  Saksi-Saksi  tersebut  mempunyai  kekuatan

hukum;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  dan

pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017, tidak

rukun  dan  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

b. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;

c. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  fakta  tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975  jo. Pasal  116 huruf f

Kompilasi  Hukum  Islam  tahun 1991,  yaitu  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan    tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga  (onheelbaare tweespalt),

selain  itu  sekarang  Penggugat  dan Tergugat  telah  pisah rumah,  atas  dasar

tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah berada dalam kondisi pecah  (broken marriage) dan sudah sulit

untuk dipertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran

tersebut   yang   berakibat   terjadinya  ketidak   harmonisan  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor  38 K/AG/1990  tanggal 5

Oktober 1991 yang  mengandung abstraksi  hukum   bahwa   tidak   perlu   lagi

mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,

melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan

sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak

yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka

berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975; 
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  22  Maret  1997  yang

mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari

rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali

seperti  semula,  berarti  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

keduanya; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan kondisi  tersebut,  maka dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

perkawinan, sebagaimana  penafsiran  “a contrario”  dari  ketentuan  Pasal 1

Undang-Undang Nomor  1 Tahun  1974  dan Pasal 3  Kompilasi Hukum Islam

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta   Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat

Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

هها          يي هل إإ ننوا نك يس هت لل ججا هوا يز هأ يم نك إس نف هأن ين لم نكم هل هق هل هخ ين هأ إه إت هيا هءا ين إم هو

همة    يح هر هو جة دد هو دم نكم هن يي هب هل هع هج هو
Artinya : Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa 

kasih dan sayang. 

Menimbang,  bahwa  dari  apa  yang  diuraikan  di  atas,  maka  Majelis

berpendapat  pintu perceraian dapat  dibuka guna menghindarkan para pihak

dari  kemelut  rumah  tangga  yang  berkepanjangan  yang  akan  membawa

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

tetap dipertahankan, sedangkan kemaslahatan harus diutamakan sebagaimana

kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

لمصالح         ا جلب من ولى أ سد المفا درأ

Artinya :  Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan  (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

dari  Kitab  Ghayatul  Maram  halaman  162 yang  selanjutnya  diambil  alih

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

                      طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا
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Artinya:  Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian

memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan

talak satu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,  jo  Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116  huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat  untuk bercerai dengan Tergugat

dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal  84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006  dan  diubah kembali dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 dan  maka  secara  ex  officio Majelis memerintahkan

Panitera Pengadilan  Agama Payakumbuh untuk   selambat-lambatnya  dalam

waktu 30 hari,  mengirimkan salinan putusan ini  setelah  berkekuatan hukum

tetap,  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya  meliputi  tempat

kediaman  Penggugat  dan  Tergugat  dan  perkawinan  dilangsungkan,  maka

berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  majelis  memerintahkan  Panitera

Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara

ini  yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap kepada Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama  Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh

Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak,

Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  masuk  dalam bidang  perkawinan

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama,  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006  dan  diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

datang menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat   (Yanrizal  bin  Yulius)

terhadap Penggugat (Daswitin binti R. DT. PDK Malano) ;

4. Memerintahkan   Panitera  Pengadilan  Agama  Payakumbuh  untuk

mengirimkan salinan putusan  yang telah  berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh,

Kabupaten Limapuluh Kota dan  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Guguak,  Kabupaten  Limapuluh  Kota untuk  dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu  rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan

Agama  Payakumbuh  pada  hari  Rabu  tanggal  20  Desember  2017  Masehi

bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul  akhir 1439 Hijriah, oleh  Dra. Hj. Yuhi,

MA,  Ketua Majelis,  dihadiri  oleh  Dra.  Hj.  Dewi  Warti dan  Efidatul  Akhyar,

S.Ag, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga dengan  dihadiri   oleh

Dra. Hj. Dewi Warti dan  Efidatul Akhyar, S.Ag,  Hakim-Hakim Anggota serta

Deswita, S.H.I sebagai Panitera  Pengganti  dengan dihadiri  oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti 

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
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Panitera Pengganti

Deswita, S.H.I
PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp  30.000,00

2. Biaya ATK :  Rp  50.000,00

3. Biaya Leges :  Rp    3.000,00

4. PNBP lainnya :  Rp    5.000,00

5. Biaya Panggilan :  Rp380.000,00

6. Redaksi :  Rp    5.000,00

7. Materai     :  Rp        6.000,00

 Jumlah                           Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu  

  rupiah)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


